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TENTANG -
AL FUNGST SEROLATT TERKNIK NEGERI
DAN SEKOLAN KESEIATTERAAN KELUARCGA PERTAMA NEGERI

MENJADI SEKOLATL LANJUTAN FINGRAT PERTANMA NEGERI :

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

o
o Memmbang © bahwiruntuk memperluas dava mpung sekolah dabam cingka pelaksanaan
“:’ wapih belagar pendudikan dasar U fahun, dipandang perlo mengalihkan
' Sekolah Tekmk (51) Negen dan Sckolah Kesejahteraan Reluarga Pertama
v = (SKKP) Negeri menmpadi Sckolah <Lanjutan Tmgkat Pertama (SLTP)
Neperi. ? ‘
Mengingat : L. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989: '
' 2. Peraturan Pemerintah Nomar 28 Tahun 1990; 3
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia: h
a. Nomor 44 Tahun 1974, ‘
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana  telah .b'cbcrapa kali |
' diuhnhklimmlmh. terakhir dengan Keputusan i’rcsidcchpublik :
55 ) i Indonesia Nomor 15 Tahun 1994: '
o/ ¢ Nomor 96/M Tahun 1993; ;
& : d. Nomor 16 Tahun l‘)f)‘l: E i g
; ¢« 40 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:, ) :

a. Nomor O371/O/1978 tanggal 22 Desember i‘)78;
b Nomor OS3/U99Y tangeal 22 Pebruar 1993,
Memperhatikan Persetuan Mentery Negara i'cu(ln_\';mmm:\n Aparatur Nepara dengan surat
1 : *
Nomor IV 16709 Guyyal 2R Seprember 1994

MEMUTUSKAN:

Menctapkan ¢ KEPUTUSAN  MENTERI PENDIDIKAN  DAN  KEBUDAYAAN
REPUBLIK (ANDONESIA TENTANG AL FUNGSE SEKOLAI .
TEKNIK NEGERI DAN SEKOLAH KESETANHTERAAN KELUARGA o
PERTAMA NEGERI MEMNJIADI SEROLAH LANJUTAN TINGKAT
PERTAMA NEGERI :



- .o~

Mengalibkan 186 Sckolah  Tcknik (ST) Negeri dan 71 Sckolah

Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi 257 SMP Negeri

scbagaimana tercantum dalam Lampiran | Keputusan ini.

: ¥ _

* Pasal 2

(1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
SMP sétmgnimana dimaksud dalam Pasal | adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0370/0/1978 1anggal 22 Desember 1978,

(2)  Stwruktur organisasi SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal |
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

P"asal }
Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan di Propinsi untk  melaksanakan  alih fungsi  sekolah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal | yang berada di wilayahnya masing-
masing. '

Pasal 4
Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan

pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom &
Lampiran | Keputusan ini,

Pasal §
Dengan berlakunya Kepuwsan ini jumlah SMP Negeri di seluruh
Indonesia menjadi 8.376 bualy yang tersebar di 27 Propinsi,

Pasal 6 . :
Keputusan-ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan,

Duetapkan di Jakare
Pada tanggal 5 Okrober 1994

MliN'l'lERl I’IZNI)H)IK.AN DAN KEBUDAYAAN
td

Prof.De.-Ing, Wardiman Djojonegoro



LINAN Kcputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2, Sckretaris Jenderal Depariemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3

a,

Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkunpan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; .
3. Kepala Badan Penclitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan:
6. Semua Sckretaris Dircktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penclitian dan

Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lin

Kebudayaan;

pkungan Departemen Pendidikan dan

7. Semua Direktor, Kepala Bico, Kepala Pusat, Inspektur dalam linekungan Departemen
| [ | ! I i

Pendidikan dan Kebudayaan;,

8. Kepala Kantor Wilivah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi selempat;

AL Gubernue Kepala Daceah Tigkat | di Propinsi setem at;
! £ I |

q). Badan Administrast Kepegawaian Negara;

'l. Badan Pemenksa Kenangan,
-

!’.. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Kenangan;
\,

13, Kantor Peibendaharaan tdan Kas Nepara setempat;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan separlunya.

Salinan sesun dengan ashinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Depattemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
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